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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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NOMOR : | KEP /| KESBANGPOL / V /2025

TENTANG
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG,

Menimban a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
g perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu
disusun Rencana Kerja (RENJA);

b. bahwa RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

C. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

Y Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Mengingat ' Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat Il Sumatera Selatan sebagai
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
' Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor;

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

' Pembangaunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 TentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 64020;

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 — 5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016
Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020
Nomor 1);



14.

15.

16.

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 —
2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinanag Tahun 2023);

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Penjabaran RKPD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277); Tanggal 27 Mei 2025;

MEMUTUSKAN
Menetapkan

Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran
keputusan ini.

Tugas Panitia Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum
kedua bertugas menghimpun seluruh data dan menyusun dokumen
perencanaan perangkat daerah Tahun 2025 sesuai dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada
Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Pangkalpinang Tahun 2025

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Mei 2025

KEPAL KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON.AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750522 19931110



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
Penanggungjawab
Ketua
Sekretaris

Anggota

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG
| KEP/KESBANGPOL/ V / 2025
Mei 2025

Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
Sekretaris Kesbangpol Kota Pangkalpinang
Analisis Anggaran dan Keuangan

1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik

2. Kepala Bidang Politk Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan

3. Kepala Bidang lIdeologi, Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan
Ekonomi

4. Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON.AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750522 199311 1 001
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Puiji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
limpahan karunia-Nya, aparatur di Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang diberikan pengetahuan dan
kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam penyusunan

Rencana Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 -2026.

Sebagaimana kita ketahui bersama, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang melalui berbagai kegiatan tahunan.
Rancangan Rencana Kinerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2024 - 2026
menguraikan program, rencana kegiatan dan sasaran tahunan berikut indikator kinerja sasaran serta

rencana capaiannya dalam rangka mencapai tujuan dan misi.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
tahun 2024 -2026 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
(clean and good governance) serta berorientasi kepada hasil (result oriented) sesuai dengan amanah
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Rancangan Rencana Kerja Perubahan | Badan Kesbangpol Kota
Pangkalpinang Tahun 2024 -2026 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi
SKPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta

profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran.

Akhir kata, semoga dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota
Pangkalpinang tahun 2024 -2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan
diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan
baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi.
bahwa dokumen ini belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, saran dan masukan yang konstruktif

untuk pelaksanakan tugas di masa mendatang sangat diharapkan.

PANGKALPINANG, Mei 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON,AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19750522 199311 1 001




BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkalpinang
yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan,
lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja, target, dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinanng Tahun 2025 dan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025.

Renja Perangakat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Untuk itu dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan
serta menjamin efektifitas dan efesiensi perencanaan di Kota Pangkalpinang, sehingga dapat
menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan

Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota
Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa (clean and good governance) serta berorientasi kepada hasil (result
oriented government) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Rencana
Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini pun pada dasarnya
merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana
konsep manajemen pemerintahan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk
melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam
hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rancangan
Rencana Kerja Perubahan | Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini



merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi

yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun
2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun tersebut. Target kinerja
merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator
kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada
tingkat sasaran stratejik akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi

dalam upaya pencapaian visi misinya.

Sedangkan sasaran tahunan, ditetapkan setiap tahun yang disesuaikan dengan
kondisi eksisting di internal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang terutama dalam rangka
mengakomodir kebutuhan pihak-pihak terkait dalam hal ini yang dijadikan sebagai kelompok
sasaran baik organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri maupun masyarakat dalam

rangka meningkatkan manajemen operasionalnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Badan
Kesbangpol Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal

sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara subtansial penerjemahan dari visi, misi dan
program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan
dalam RKPD;

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA
dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun
2025;

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan
instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana

kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan perangkat daerah pada tahun 2025;

Dalam tataran teknisnya, RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan salah
satu bagian dokumen perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan

dalam pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah



Daerah Kota Pangkalpinang tahun terkait. RKPD inilah yang menjadi acuan dalam
merumuskan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)

yang selanjutnya menjadi dokumen anggaran dalam bentuk APBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota

Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,

Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangaunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55837), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 — 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

15.Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2020 Nomor 05);

16.Peraturan Walikota Pangkalpinnag Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 — 2026 (Berita Daerah Kota
Pangkalpinanag Tahun 2023);

17 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran RKPD
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277);
Tanggal 27 Mei 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan
Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai
panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun
tersebut, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Kota
Pangkalpinang.
1.3.2 Tujuan
Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan
Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah :
1) Memberikan kerangka operasionaliasi arah atau tindakan untuk mewujudkan
visi dan misi pembangunan daerah yang berisi sasaran dan kebijakan

daerah serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat



pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang yang akan dilaksanakan
dalam satu tahun anggaran;

2) Mewadahi aspirasi stakeholder dalam penyusunan perencanaan yang
disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan dan kesempatan lainnya;

3) Menjadi acuan bagi bagian (unit-unit organisasi) dalam mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan 2025 minimal memuat :
BAB | Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

o Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan
dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan Renstra dan
RPJMD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum
Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan
Renja SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD tahun rencana, kaitannya dengan

Renstra, dan isu strategis
1.4. Sistematika Penulisan Renja
Susunan dokumen Renja SKPD terkait pengaturan bab serta garis besar isi bab di

dalamnya.
BAB Il Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Memuat analisis kinerja pelayanan SKPD yang diukur dengan sejumlah indikator, (spt:
SPM, IKK, IKU) sesuai dengan target dalam Renstra SKPD.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kemampuan SKPD dim melaksanakan program dan kegiatannya, identifikasi
realisasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD




Memuat hal-hal kritis terkait pencapaian kinerja SKPD serta masalah dan
hambatannya, rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dim program dan
kegiatan prioritas tahun yg direncanakan.

BAB Il Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan Sasaran SKPD

Memuat rumusan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra SKPD serta

kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.
3.2. Program dan Kegiatan SKPD

Memuat kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta rumusan program

dan kegiatan yang telah memperhatikan RKPD dan Renja KL dengan menjelaskan
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB IV : PENUTUP

o Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian

o Kaidah pelaksanaan yang memuat arahan Kepala SKPD dalam mempedomani Renja
SKPD sebagai acuan untuk penyusunan RKA SKPD

¢ Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA



2.1

BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025

ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG
2.1.1 GAMBARAN KINERJA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Derah yang

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100- 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019

tentang Nomenlaktur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pangkalpinang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik yang harus dilaksanakan yaitu :

. Menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan,

mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta
mengkoordinasikan kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan
Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Pangkalpinang.

2.1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN



2.2

Pelaksanaan urusan wajib Badan Kesbangpol tahun 2025 secara umum dapat
dikatakan telah berjalan dengan baik, walaupun masih ada hal teknis yang perlu
mendapat perhatian untuk disempurnakan periode mendatang sehingga pelayanan
dasar dapat tercapai. Badan Kesbangpol adalah Perumusan kebijakan di bidang
pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas,

pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2025, antara lain :
2.2.1 Bidang Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan 26 orang dan terealisasi
24,44%, dengan dana Rp. 2.647.784.246 dan terealisasi sebesar Rp 647.031.857 -

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang
ditargetkan 7 jenis dan terealisasi 0,0%, dengan dana Rp. 2.227.300,- dan terealisasi sebesar
Rp. 0,-

2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan 20 set dan
terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 1.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. .0.000,-

3. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang ditargetkan 688 jenis dan terealisasi
27,58%, dengan dana Rp. 56.712.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.640.000,-

4. Sub kegiatan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan yang ditargetkan 6 jenis dan
terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 25.963.000,- dan terealisasi sebesar Rp0,-

5. Sub kegiatan penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang
ditargetkan 72 kali dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 70.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 0,-

Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang ditargetkan 26
orang dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 41.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0

2. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan 5 unit
dan terealisasi 0,%, dengan dana Rp. 8.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,-

3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ditargetkan 7 unit dan
terealisasi 10,19%, dengan dana Rp. 201.938.868- dan terealisasi sebesar Rp. 20.575.156,-

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah



1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan
dinas jabatan, yang ditargetkan 11 unit dan terealisasi 4,83%, dengan dana Rp. 56.761.696,- dan
terealisasi sebesar Rp. 2.744.308,-

2. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan
dinas operasional / lapangan, yang ditargetkan 11 unit dan terealisasi 5,61%, dengan dana Rp.
48.931.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.744.308,-

2.2.2 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang ideologi

pancasila dan karakter kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan yang ditargetkan 3 lap dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp.
379.065.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0,-

2. Pembentukan Paskibraka yang ditargetkan 36 orang dan terealisasi 0,89%, dengan dana
Rp. 989.594.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.820.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahann Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya

1. Sub kegiatan pelaksanaan Kebijakandi bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan
fasilitasi penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di daerah yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 1,85%, dengan dana Rp.
145.031.696 dan terealisasi sebesar Rp 2.689.308-

2. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan
fasilitasi penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di daerah yang ditargetkan 1 lap dan terealisasi 83,33%, dengan dana Rp.
120.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,-

2.2.3 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang pendidikan

politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situsasi

politik

1. Sub kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala dearah serta pemantauan
situasi politik di daerah yang ditargetkan 60 rekomendasi dan terealisasi 0,03%, dengan
dana Rp. 26.763.539.600 dan terealisasi sebesar Rp 8.400.000,-
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2. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum / pemilihan umum kepala dearah serta pemantauan situasi politik di
daerah yang ditargetkan 9 dok dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 88.530.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 0,-

3. Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala dearah serta
pemantauan situasi politik di daerah yang ditargetkan 4 lap dan terealisasi 11,69%, dengan
dana Rp. 27.271.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.189.308,-

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang

pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

1. Sub kegiatan koordinasi di bidang pendataan Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah yang ditargetkan
60 ormas dan terealisasi 11,27%, dengan dana Rp. 31.171.696 dan terealisasi sebesar Rp.
3.514.308,-

2.2.4 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi

Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan kewaspadaan

nasional dan penanganan konflik sosial

1. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lemabga asing, kewaspadaan
perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan
knflik di daerah yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 8,06%, dengan dana Rp.
305.386.288 dan terealisasi sebesar Rp. 24.600.000

2. Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lemabga asing, kewaspadaan
perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan
konflik di daerah yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp.
85.406.112 dan terealisasi sebesar Rp. 0

3. Sub kegiatan pelaksanaan Forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten / kota yang
ditargetkan 12 lap dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 156.794.300 dan terealisasi
sebesar Rp. 0

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI SKPD

Salah satu faktor dan aktor utama terwujudnya pemerintahan yang baik (Good
Governance) adalah performa atau postur birokrasi yang mapan dan responsif, karena dalam
posisi dan perannya yang begitu strategis maka dalam konteks sistem administrasi negara,



penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditopang oleh aparatur yang profesional akan
melahirkan model penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan bersih serta
berorientasi kepada kinerja dan hasil.

Tugas pokok dan fungsi sangat diperlukan sebagai acuan untuk mencapai sasaran
yang diinginkan agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam memberikan output kepada kelompok
sasaran secara menyeluruh. Berkenaan dengan sasaran dan target yang tercantum dalam
RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang juga menjadi bagian dalam representasi
visi dan misi kepala daerah serta rencana strategis SKPD (RENSTRA SKPD), maka
pemahaman Tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD dan aparatur pelaksananya
sebagai ujung tombak didalam pencapaian target yang telah ditetapkan merupakan hal yang
sangat penting.

Dalam kaitan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi
perangkat daerah (OPD) telah menggarisbawahi akan pentingnya tugas, pokok dan fungsi
organisasi perangkat daerah sebagai titik sentral di dalam menjalankan fungsi-fungsi layanan
publik yang amanah dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana kerja (Renja) SKPD yang
telah dibuat.

Implementasi pelayanan publik dalam lingkup Administrasi Kesatuan Bangsa dan
Politik dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak- hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat
yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan didasarkan kepada peraturan perundang -
undangan yang ada oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah yang perlu mendapat perhatian dalam
upaya reformasi ialah penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan
birokrasi pemerintahan, system, dan penataan manajemen sumber daya pegawai (PNS)
termasuk tugas pokok dan fungsi.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5
(lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan
strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin
dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuannya adalah :
Meningkatkan Indeks Demokrasi
b. Indikator Tujuan
Indeks Demokrasi
Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai adalah :

Terselesainya kasus perselisihan

b. Indikator Sasaran

Persentase kasus perselisihan antar umat beragama, antar suku bangsa, ras dan antar

golongan yang diselesaikan



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa

da Politik Kota Pangkalpinang

Tujuan Sasaran Indikator Target 2024 2025 2026
Meningkatkan Indeks Demokrasi Nilai 74,80 75,00 75,15
Indeks Demokrasi

Terselesainya Persentase kasus persilisihan % 100% 100% 100%

kasus perselisihan

anatar umat beragama, antar
suku bangsa, ras dn antar
golongan yang diselesaikan

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

o
<

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

- Indikator : Jumlah dokumen Renstra / Renja

2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD

- Indikator : Jumlah dokumen RKA - SKPD

3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

- Indikator : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

Kegiatan Administarsi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
- Indikator : Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD




3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /
Semesteran SKPD

- Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /
Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Indikator : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Tupoksi
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (PDH)
- Indikator : Jumlah Pakaian Dinas yang di Buat (dipesan)
Kegaiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

- Indikator ; Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerngan Bangunan
Kantor yang disediakan

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Indikator : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
disediakan

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Indikator : Jumlah Bahan Logistic Kantor yang Tersedia

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Indikator : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang di
Sediakan

5. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Indikator : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
diperbaiki

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor



Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

1.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

yang dipelihara

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan :

1.

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Ideologi Dan
Wawasan Kebangsaan

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal |ka dan Sejarah Kebangsaan

Indikator : Jumlah Rapat Pokja Revolusi Mental

Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Indikator : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bela Negara Bagi Kader

PKK dan Bagi Para Pelajar



Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan

Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan

Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan :

1.

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di
Daerah
Indikator : Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Tim Terpadu
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di
Daerah
Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah
Pelakasanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta
Penanganan Konflik di Daerah
Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orang Asing (WNA)
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan
Konflik Di Daerah
Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FORKOPIMDA



Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

Sub Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan

pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendataan Ormas, pemberdayaan
Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas
dan Ormas asing di derah

- Indikator : Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan Ormas

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan

Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya

Politik

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta

Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Indikator : Jumlah Dokumen Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana
Hibah PARPOL

2. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Indikator : Jumlah Laporan Perkembangan Politik



3. Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

- Indikator : Jumlah Rekomendasi Diskusi Politik

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial

dan Budaya

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan :

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah

Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FKUB

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Monitoring



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah
dalam bentuk uraian. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu kegiatan perangkat Daerah
adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang di laksanakan oleh perangkat daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Selanjutnya di sajikan secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan Perangkat
Daerah selama kurun satu tahun. Dalam tabel tersebut, masing — masing tujuan, sasaran, program dan
kegiatan di lengkapi dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah tanda yang yang berfungsi
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

1. Indikator Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian
proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

2. Indikator Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima
manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa
kegiatan dalam satu program.

3. Indikator Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin di ubah berupa hasil pembangunan/layanan
yang di peroleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Indikator tujuan dan sasaran yang di pilih idealnya adalah pada skala Indikator Dampak (impact)
minimal Hasil (outcome). Indikator program yang dipilih idealnya pada skala Hasil (outcome), dan

untuk indicator kegiatan yang di pilih idealnya adalah pada skala Keluaran (output).

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
Rencana program dan kegiatan tahun 2024 - 2026, sebagai berikut :
Urusan Pemerintahan Umum
Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Administrasi Umum
a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. penyediaan jasa administrasi keuangan

c. penyediaan jasa kebersihan kantor



aa.
bb.
ce.
dd.

ee.

99
hh.

ji-

kk.

penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
penyediaan alat tulis kantor
penyediaan cetak dan penggandaan
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
penyediaan makanan dan minuman
rapat — rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
penyediaan alat perlengkapan kantor
pembuatan dan pengelolaan website
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pns
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan logistic kantor
Pengadaan mobil jabatan
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perlengkapan rumah jabatan / dinas
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor



Il. ~ Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
mm. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan
nn. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
00. Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor
pp. Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan
qq. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan

a. penyusunan laporan keuangan semesteran

b. penyusunan laporan keuangan akhir tahun

c. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
d. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

e. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

f. Penyediaan administrasi pelaksnaan tugas ASN

g. Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi

h. Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan

i.  Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah
a. penyusunan RENJA (RKT,RKA dan DPA)
b. penyusunan SPIP
c. Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah
d. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
e. Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah
f. Koordinasi dan sinkronisasi perencanan perangkat daerah
g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. pendidikan dan pelatihan formal

b. Pengadaan mesin / kartu absensi

c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
d. Pengadaan pakaian kerja lapangan

e. Pengadaan pakaian korpri

f.  Pengadaan pakaian khusus hari — hari tetentu



Pemulangan pegawai yang pensiun

Pemulangan pegawai yangtewas dalam melaksanakan tugas

Pemindahan tugas ASN

Sosialisasi peraturan perundang — undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela
Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi
kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar Negara, fasilitasi kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
Pelaksanaan kebijkan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi

kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah



Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi
kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik
di daerah

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahan
Ekonomi, Sosial dan Budaya

Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat
kepercayaan di daerah

Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat eragama dan
penghayat kepercayaan di daerah

Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di
daerah

Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat
kepercayaan di daerah

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya
dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat eragama dan
penghayat kepercayaan di daerah

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan
Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Poitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala

Daerah sertaPemantauan Situasi Politik



Penysunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan
demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah

Penysunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki,
peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
Pelaksnaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan
demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan
demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapoaran di bidang pendidikan politik, etika buadaya
poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di
daerah

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah

Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah

Pelaksnaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan
Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
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Program / iod et Daerah
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| [ ]
2. | 00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1|0 01
2
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2. | 00 | Penyediaan Komponen Instalasi
0 01
6 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket 1 1 2.200.60 | 2.227.30 1.113.900 | Kota PENDA Aksel 2.500.000,00 BADAN
Komponen Paket Paket 0,00 0,00 ,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
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2. | 00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0 04
6
Jumlah Paket 4 4 46.475.4 | 56.712.7 | 45.328.70 | Kota PENDA Aksel 55.000.000,00 BADAN
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2. | 00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
0 09
6
Jumlah 1 1 130.000. 70.000.0 | 54.495.04 | Kota PENDA Aksel 200.000.000,00 BADAN
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a ah
Kel/D
esa
2. Penyediaa | Persentase - 100 % 100% | 474.886. 251.388. 251.388.8 Aksel 560.000.000,00 BADAN
0 n Jasa Terlaksanany 500,00 868,00 68,00 erasi KESATUAN
8 Penunjan alasa Refor BANGSA DAN
g Urusan Penunjang masi POLITIK
Pemerinta | Urusan Birok
han Pemerintaha rasi
Daerah n Daerah dan
Dem
okras
i
Daer
ah
2. | 00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0 02
8
Jumlah 1 1 41.200.0 | 41.200.0 | 41.200.00 | Kota PENDA Aksel 50.000.000,00 BADAN
Laporan Lapor Lapor 00,00 00,00 0,00 Pangk PATAN erasi KESATUAN
Penyediaan an an al TRANS Refor BANGSA DAN
Jasa Pinan FER masi POLITIK
Komunikasi, g, Birok
Sumber Daya Semu rasi
Air dan a dan
Listrik yang Keca Dem
Disediakan mata okras
n, i
Semu Daer
a Kel ah




2. | 00 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0 03
8
Jumlah 1 1 8.250.00 | 8.250.00 | 8.250.000 | Kota PENDA Aksel 10.000.000,00 BADAN
Laporan Lapor Lapor 0,00 0,00 ,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
Penyediaan an an al TRANS Refor BANGSA DAN
Jasa Pinan FER masi POLITIK
Peralatan g, Birok
dan Semu rasi
Perlengkapa a dan
n Kantor Keca Dem
yang mata okras
Disediakan n, i
Semu Daer
a ah
Kel/D
esa
2. | 00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
0 04
8
Jumlah 3 3 425.436. 201.938. 200.031.1 | Kota PENDA Aksel 500.000.000,00 BADAN
Laporan Lapor Lapor 500,00 868,00 68,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
Penyediaan an an al TRANS Refor BANGSA DAN
Jasa Pinan FER masi POLITIK
Pelayanan g, Birok
Umum Semu rasi
Kantor yang a dan
Disediakan Keca Dem
mata okras
n, i
Semu Daer
a ah
Kel/D
esa
2. Pemelihar | Persentase 85 % 85 % 123.440. 105.693. 105.693.3 Aksel 240.000.000,00 BADAN




0 aan Barang Milik 000,00 392,00 92,00 erasi KESATUAN
9 Barang Perangkat Refor BANGSA DAN
Milik Daerah masi POLITIK
Daerah Dalam Birok
Penunjan Kondisi Baik rasi
g Urusan dan
Pemerinta Dem
han okras
Daerah i
Daer
ah
2. | 00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
0 01
9
Jumlah 1Unit | 1Unit | 40.050.0 | 56.761.6 | 56.761.69 | Kota PENDA Aksel 40.000.000,00 BADAN
Kendaraan 00,00 96,00 6,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
Perorangan al TRANS Refor BANGSA DAN
Dinas atau Pinan FER masi POLITIK
Kendaraan g, Birok
Dinas Semu rasi
Jabatan yang a dan
Dipelihara Keca Dem
dan mata okras
dibayarkan n, i
Pajaknya Semu Daer
a ah
Kel/D
esa
2. | 00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
0 02
9
Jumlah 3Unit | 3Unit | 83.390.0 | 48.931.6 | 48.931.69 | Kota PENDA Aksel 100.000.000,00 BADAN
Kendaraan 00,00 96,00 6,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
Dinas al TRANS Refor BANGSA DAN
Operasional Pinan FER masi POLITIK
atau g, Birok
Lapangan Semu rasi
yang a dan
Dipelihara Keca Dem
dan mata okras
dibayarkan n, i
Pajak dan Semu Daer
Perizinannya a Kel ah
2. | 00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya




0 09
9
Jumlah - 1Unit | 0,00 0,00 0,00 Kota Dana Aksel 100.000.000,00 BADAN
Gedung Pangk | Alokasi erasi KESATUAN
Kantor dan al Umum Refor BANGSA DAN
Bangunan Pinan (DAU) masi POLITIK
Lainnya yang g, Birok
Dipelihara/Di Semu rasi
rehabilitasi a dan
Keca Dem
mata okras
n, i
Semu Daer
a ah
Kel/D
esa
PROGRA Cakupan 100% | 100% | 1.603.44 | 1.368.65 | 1.521.895 2.100.000.000,00
M Pembinaan 9.000,00 | 9.000,00 | .278,00
PENGUAT | Ideologi dan
AN Wawasan
IDEOLOGI | Kebangsaan
PANCASIL
A DAN
KARAKTE
R
KEBANGS
AAN
2. Perumusa | Jumlah 100% | 100% | 1.603.44 | 1.368.65 | 1.368.659 Aksel 2.100.000.000,00 BADAN
0 n Pelaksanaan 9.000,00 9.000,00 .000,00 erasi KESATUAN
1 Kebijakan Kegiatan Refor BANGSA DAN
Teknis Peningkatan masi POLITIK
dan Nilai - Nilai Birok
Pemantap | Wawasan rasi
an Kebangsaan dan
Pelaksana Dem
an Bidang okras
Ideologi i
Pancasila Daer
dan ah
Karakter
Kebangsa
an
2. | 00 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan




0 03
1
Jumlah 2200 2200 411.869. | 379.065. | 246.549.0 | Kota PENDA Aksel 600.000.000,00 BADAN
Orang yang Orang | Orang 000,00 000,00 00,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
Mengikuti al TRANS Refor BANGSA DAN
Pelaksanaan Pinan FER masi POLITIK
Kebijakan di g Birok
Bidang Semu rasi
Ideologi a dan
Wawasan Keca Dem
Kebangsaan, mata okras
Bela Negara, n, i
Karakter Semu Daer
Bangsa, a ah
Pembauran Kel/D
Kebangsaan, esa
Bineka
Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan
2. | 00 | Pembentukan Paskibraka
0 08
1
Jumlah 36 36 1.191.58 | 989.594. | 1.275.346 | Kota PENDA Aksel 1.500.000.000,00 BADAN
Paskibraka Orang | Orang 0.000,00 | 000,00 278,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
al TRANS Refor BANGSA DAN
Pinan FER masi POLITIK
8 Birok
Semu rasi
a dan
Keca Dem
mata okras
n, i
Semu Daer




PENDIDIK
AN
MELALUI
PENDIDIK
AN
POLITIK
DAN
PENGEMB
ANGAN
ETIKA
SERTA
BUDAYA
POLITIK

o

Perumusa
n
Kebijakan
Teknis
dan
Pemantap
an
Pelaksana
an Bidang
Pendidika
n Politik,
Etika
Budaya
Politik,
Peningkat
an
Demokras
i, Fasilitasi
Kelembag
aan
Pemerinta
han,
Perwakila
ndan
Partai
Politik,
Pemilihan
Umum/Pe
milihan
Umum
Kepala
Daerah,
serta

Persentase
Pencairan
Dana
Bantuan
Keuangan
Partai Politik

100 %

100 %

1.927.44
1.600,00

1.877.89
9.296,00

1.877.899
.296,00

Aksel
erasi
Refor
masi
Birok
rasi
dan
Dem
okras

Daer
ah

1.958.962.600,00

BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK




Pemantau
an Situasi
Politik
2. | 00 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
0 02 | Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1
Jumlah 1 1 1.848.96 1.835.91 26.756.03 | Kota PENDA - Aksel 1.848.962.600,00 BADAN
Kebijakan di Doku Doku 2.600,00 | 2.600,00 | 9.600,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
Bidang men men al TRANS Refor BANGSA DAN
Pendidikan Pinan FER masi POLITIK
Politik, Etika g, Pendap Birok
Budaya Semu atan rasi
Politik, a dari dan
Peningkatan Keca Penge Dem
Demokrasi, mata mbalia okras
Fasilitasi n, n i
Kelembagaan Semu | Sisa Daer
Pemerintaha a Dana ah
n, Perwakilan Kel/D Akibat
dan Partai esa Tidak
Politik, Tercap
Pemilihan ainya
Umum/Pemil Capaia
ihan Umum n
Kepala Target
Daerah, serta Kinerja
Pemantauan dan
Situasi Politik Sisa
di Daerah Dana
yang Disusun Pengel
uaran
Pembia
yaan
Dana
Alokasi
Umum
(DAU)
2. | 00 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
0 04 | Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1

Jumlah

|50

|50

| 44.850.0

14.715.0

73.530.00 | -

| PENDA | -

| Aksel |

| 60.000.000,00

| BADAN




Orang yang Orang Orang 00,00 00,00 0,00 PATAN erasi KESATUAN
Mengikuti TRANS Refor BANGSA DAN
Koordinasi di FER masi POLITIK
Bidang Birok
Pendidikan rasi
Politik, Etika dan
Budaya Dem
Politik, okras
Peningkatan i
Demokrasi, Daer
Fasilitasi ah
Kelembagaan
Pemerintaha
n, Perwakilan
dan Partai
Politik,
Pemilihan
Umum/Pemil
ihan Umum
Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
di Daerah
2. | 00 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
0 05 | Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1
Jumlah 1 1 33.629.0 | 27.271.6 | 27.271.69 | Kota PENDA | - Aksel 50.000.000,00 BADAN
Laporan Hasil Lapor Lapor 00,00 96,00 6,00 Pangk PATAN erasi KESATUAN
Monitoring, an an al TRANS Refor BANGSA DAN
Evaluasi dan Pinan FER masi POLITIK
Pelaporan di g, Birok
Bidang Semu rasi
Pendidikan a dan
Politik, Etika Keca Dem
Budaya mata okras
Politik, n, i
Peningkatan Semu Daer




oM

00
04

Demokrasi, a ah
Fasilitasi Kel/D
Kelembagaan esa
Pemerintaha
n, Perwakilan
dan Partai
Politik,
Pemilihan
Umum/Pemil
ihan Umum
Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah | | | | 18 | 18 | 33.629.0 | 31.171.6 | 31.171.69 | Kota | PENDA | - | Aksel | |

| 40.000.000,00

BADAN




Orang yang
Mengikuti
Koordinasi di
Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdaya
an Ormas,
Evaluasi dan
Mediasi
Sengketa
Ormas,
Pengawasan
Ormas dan
Ormas Asing
di Daerah

Orang

Orang

00,00

96,00

6,00

PATAN
TRANS
FER

erasi
Refor
masi
Birok
rasi
dan
Dem
okras

Daer
ah

KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK




n Daer
Ekonomi, ah
Sosial dan
Budaya
0 | 2. | 00 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5(0 03
1
Jumlah 80 80 57.050.0 145.031. 121.411.6 | Kota PENDA - Aksel 60.000.000,00 BADAN
Orang yang Orang Orang 00,00 696,00 96,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
Mengikuti al TRANS Refor BANGSA DAN
Pelaksanaan Pinan FER masi POLITIK
Kebijakan di g, Birok
Bidang Semu rasi
Ketahanan a dan
Ekonomi, Keca Dem
Sosial, mata okras
Budaya dan n, i
Fasilitasi Semu Daer
Pencegahan a ah
Penyalaguna Kel/D
an Narkotika, esa
Fasilitasi
Kerukunan
Umat
Beragama
dan
Penghayat
Kepercayaan
di Daerah
0 | 2. | 00 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5(0 04
1
Jumlah 100 100 120.000. | 120.000. | 110.000.0 | Kota PENDA | - Aksel 140.000.000,00 BADAN
Orang yang Orang Orang 000,00 000,00 00,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
Mengikuti al TRANS Refor BANGSA DAN
Koordinasi di Pinan FER masi POLITIK
Bidang g, Birok
Ketahanan Semu rasi
Ekonomi, a dan
Sosial, Keca Dem
Budaya dan mata okras
Fasilitasi n, i
Pencegahan Semu Daer
Penyalaguna a ah
an Narkotika, Kel/D

Fasilitasi

esa




Kerukunan
Umat
Beragama
dan
Penghayat
Kepercayaan
di Daerah




Negara,
Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaa
n Serta
Penanganan
Konflik di
Daerah

00
03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah 50
Orang yang Orang
Mengikuti
pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang
Kewaspadaa
n Dini, Kerja
Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga
Asing,
Kewaspadaa
n Perbatasan
antar
Negara,
Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaa
n, serta
Penanganan
Konflik di
Daerah

50
Orang

63.442.7
00,00

85.406.1
12,00

75.406.11
2,00

Kota
Pangk
al
Pinan
8
Semu

Keca
mata

Semu

Kel/D
esa

PENDA
PATAN
TRANS
FER

Aksel
erasi
Refor
masi
Birok
rasi
dan
Dem
okras

Daer
ah

100.000.000,00

BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK

00
04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah | | | | 100

| 100

| 219.644.

305.386.

307.272.4 | Kota | PENDA | -

| Aksel |

| 250.000.000,00

BADAN




Orang yang Orang Orang 500,00 288,00 66,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
Mengikuti al TRANS Refor BANGSA DAN
Koordinasi di Pinan FER masi POLITIK
Bidang g, Birok
Kewaspadaa Semu rasi
n Dini, Kerja a dan
Sama Keca Dem
Intelijen, mata okras
Pemantauan n, i
Orang Asing, Semu Daer
Tenaga Kerja a ah
Asing dan Kel/D
Lembaga esa
Asing,
Kewaspadaa
n Perbatasan
antar
Negara,
Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaa
n, serta
Penanganan
Konflik di
Daerah
2. | 00 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
0 06
1
Jumlah 2 2 35.621.9 156.794. 106.794.3 | Kota PENDA Aksel 150.000.000,00 BADAN
Dokumen Doku Doku 00,00 300,00 00,00 Pangk | PATAN erasi KESATUAN
Hasil men men al TRANS Refor BANGSA DAN
Pelaksanaan Pinan FER masi POLITIK
Forum g, Birok
Koordinasi Semu rasi
Pimpinan a dan
Daerah Keca Dem
Kabupaten/K mata okras
ota n, i
Semu Daer
a ah
Kel/D
esa
8.434.81 | 7.251.15 | 32.509.55
JUMLAH 1.493,00 | 7.894,00 1.684,10 10.895.462.600,00







BABYV

PENUTUP

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategik
merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik
lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Rencana kerja dalam koridor perencanaan merupakan instrumen utama yang
harus dikedepankan mengingat dokumen tersebut adalah dokumen dasar dalam pelaksanaan

pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah dokumen
perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang diharapkan dapat
memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra.
Semua Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah merupakan pokok fikiran dan rumusan skala prioritas
yang mungkin dapat diupayakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua program dan

kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang
Tahun 2024 - 2026 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk

mencapai tujuan organisasi dan untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Pangkalpinang, Mei 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON,AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19750522 199311 001



TABEL RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2024 - 2025
Kondisi Kinerja NI
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Awal RPJMD 8 g E E Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Indikator eung |
Program/Kegiatan /  Sub Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kinerja Tujuan / Sasaran / g
Kode Keglatan Kegiatan Program/ Kegiatan / Sub Formula/Rumus Indikator Satuan Tahun 2024 Tahun 2025
Kegiatan
Tahun 2018
Target Rp Target Rp
o1 IBADAN KESATUAN BANGSA DAN
IPOLITIK
01 01
'Terpenuhinya penyampaian Persentase laporan kinerja dan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN laporan kinerja dan yang di il tepat % 100 3,660,969,689 100 3,972,118,220
IPEMERINTAHAN DAERAH
iperangkat daerah tepat waktu iwaktu
01 01 2.01
JJumlah Dokumen Perencanaan,
IPenganggaran dan Evaluasi
Perencanaan, Penganggaran, dan 'Terlaksananya Perencanaan, Persentase Perencanaan, Kinerja disusun Tepat Waktu
A 8angs: " IPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja [Penganggaran dan Evaluasi Kinerja |dibagi Jumlah Dokumen % 100 200,000 100 200,000
[Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Tepat Waktu Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja dikali
100%
01 01 2.01 001
Penyusunan Dokumen Perencanaan [Tersusunnya Dokumen Perencanaan [Jumlah Dokumen Perencanaan B
\Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dokumen 1 50,000 1 50,000
01 01 2.01 002|
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Uumlah Dokumen RKA-SKPD dan
RKA-SKPD 4 dan Laporan Hasil Koordinasi lLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 50,000 1 50,000
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD IDokumen RKA-SKPD
01 01 2.01 006|
[Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
[Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |dan |khtisar Realisasi Kinerja SKPD
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi |dan Laporan Hasil Koordinasi i\mmi":ﬁz’t‘;nw* LPPD dan LKP) Dokumen 1 50,000 1 50,000
[Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
01 01 2.01 007|
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pumlah Laporan Evaluasi Kinerja Laporan 1 50,000 1 50,000

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah




01 01 2.02|
JJumlah Layanan Administrasi
. " - " Persentase Per yang Tertangani
Administrasi Keuangan Perangkat | Terlaksananya Administrasi Penganggaran dan Evaluasi Kinerja |dibagi Jumlah Layanan % 100 3,142,022,115 100 3,299,118,220
IDaerah Keuangan Perangkat Daerah ° N .
ITepat Waktu |Administrasi Keuangan yang di
|Anggarkan dikali 100%
01 01 2.02 001
. o . " " Humlah Orang yang Menerima Orang/
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  [Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN bulan 38 3,141,922,115 38 3,299,018220
01 01 2.02 005|
[Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
[Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Tahun SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Laporan 1 50,000 1 50,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD [Tahun SKPD
01 01 2.02 007| Lumiah L K Bulanan/
umlah Laporan Keuangan Bulanan,
L Tersed\anyg Laporan Keuangan [Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
[Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Bulanan/Triwulanan/Semesteran Laporan Koordinasi Penyusunan
[Keuangan Bulanan / Triwulan / ISKPD dan Laporan Koordinasi Laﬁoran Keuangan y Laporan 1 50,000 1 50,000
\Semesteran SKPD Penyusunav Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran s
KPD
01 01 2.09|
JJumlah Barang Milik Daerah
P . - Terlaksananya Administrasi Barang . Pada Perangkat Daerah Dalam
(Administrasi Barang Milik Daerah  \\iiiiy 2ora pada Perangkat persentase Terpenuhinya Kondisi Baik dibagi jumlah % 90 145,799,800 90 175,000,000
ipada Perangkat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah o
IDaerah Barang Milik Daerah Pada
Perangkat Daerah dikali 100%
01 01 2.09| 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya gz:;iz’i;’:t:;/n as:;:,;" ;{:’:;:;?Z’:;’i'”ay @ |jumlah Kendaraan Dinas Operasional
\Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 2 U . latau Lapangan yang Dipelihara dan Unit 11 145,799,800 11 175,000,000
. [Kendaraan Dinas Operasional atau . : -
[Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
ILapangan
01 01 2.09| 02|
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  |Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya |,/ o0 Operasional
\Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan \Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan PR .
. . . . latau Lapangan yang Dipelihara dan Unit 11 145,799,800 11 175,000,000
[Kendaraan Dinas Operasional atau [Kendaraan Dinas Operasional atau . : -
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
ILapangan ILapangan
01 01 2.05
Jumlah Layanan Administrasi
A - T Administrasi Persentase ASN yang Memenuhi Kepegawaian yang Tertangani
5 PEPEE - < Standart Kompetensi / Kualifikasi |dibagi Jumlah Layanan % 100 28,000,000 100 25,000,000
IPerangkat Daerah KKepegawaian Perangkat Daerah . H 2 N .
IPada Unit Kerjanya |Administrasi Kepegawaian yang
di Anggarkan dikali 100%
ol 01 2.05 009) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai [Terlaksananya Pendidikan dan Humlah Pegawai Berdasarkan Tugas
Berdasarkan Tugas dan Fi g-‘ Pelatinan Pegawai Berdasarkan Tugas |dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Orang 24 - 5 25,000,000
erdasarian fugas dan Fungst dan Fungsi dan Pelatihan
01 01 2.05 002|
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta [Tersedianya Pakaian Dinas Dumlah Paket Pakaian Dinas beserta
|Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Atribut Kelengkapan Paket 40 26,000,000 40 B
01 01 2.06
JJumlah Layanan Administrasi
- . . . . 'Umum yang Tertangani dibagi
|Administrasi Umum Perangkat 'Terlaksananya Administrasi Umum Pers_en_tase 'ljerpenuhmya Jumlah Layanan Administrasi % 100 76,961,284 100 189,000,000
Daerah Perangkat Daerah |Administrasi Umum N o
[Umum yang di Anggarkan dikali
100%
01 01 2.06 001
\Penyediaan Komponen Instalasi [Tersedianya Komponen Pumlah Paket Komponen
v P! Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan Paket 1 2102177 7 4,000,000

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Bangunan Kantor

Bangunan Kantor yang Disediakan




01 01 2.06 002|
Penyediaan Peralatan dan [Tersedianya Peralatan dan Dumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Per 1 Kantor yang Di Paket 1 640,000 20 80,000,000
01 01 2.06
004|Penyediaan Bahan Logistik Kantor  [Tersedianya Bahan Logistik Kantor ~ [\Miah Paket Bahan Logistik Paket 4 35823650 688 40,000,000
Kantor yang Disediakan
01 01 2.06 005|
Penyediaan Barang Cetakan dan [Tersedianya Barang Cetakan dan Dumlah Paket Barang Cetakan dan Paket 1 14,195,400 6 15,000,000
\Penggandaan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
01 01 2.06 009
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan (Terlaksananya Penyelenggaraan RapatPumlah Laporan Penyelenggaraan
[Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD IRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 24,200,057 75 50,000,000
01 01 2.08
N . Tersedianya Penyediaan Jasa . Jumlah Layanan terpenuhi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan o, hiang Urusan Pemerintahan [ orsentase Terpenuhinya dibagi Layanan jasa yang % 100 267,986,490 100 283,800,000
IPemerintahan Daerah Penyediaan Jasa N s
Daerah dikali 100%
01 01 2.08| 002]
. P " Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
59“)’ Ed.‘“;" Josa ".Z’"“"’k’”" sumber [Forsedianya Jasa Komunikash, SUMPT lyomunikasi, Sumber Daya Air dan Laporan 12 58800,000| 38 58,800,000
ayaair dan fistrt 4 Listrik yang Disediakan
01 01 2.08 003|
5 Pumlah Laporan Penyediaan Jasa
ﬁz:?; Zd‘Z:"JZs;aZ ‘i;’i’“m" dan ;Z;f::;gyaa Jaea Peralatan dan  eralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan 1 5328040 5 15,000,000
gkap: P lvang Disediakan
01 01 2.08 004
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum [Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 3 203,858,450 7 210,000,000
[Kantor Kantor o
Disediakan
01 02
Program Penguatan Ideologi Ter ; Ideologi [Per P Ideologi o
Pancasila dan Karakter Kebangsaan |Pancasila dan Karakter % 85 128,396,500 100 390,000,000
01 02 2.01
Perumusan Kebijakan Tek;i'::::n Terlfksana';lgll?nli’se;l;:msan JJumlah Pelaksanaan Kegiatan JJumlah Peserta yang Mengikuti
y apan Fe’ g ! - eman Peni Nilai - Nilai dibagi Jumlah Penduduk yang % 85 128,396,500 100 390,000,000
Ideologi Pancasila dan Karakter Pelaksanaan Bidang Ideologi e
N Kebangsaan Mengikuti dikali 100%
[KKebangsaan IPancasila dan Karakter Kebangsaan
01 02 2.01 003|
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang  [Terlaksananya Kebijakan di Bidang " OTaN8 Yang Mengleti
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela  |ldeologi Wawasan Kebangsaan, Bela |deologi WawasanJKebangsaan gela
INegara, Karakter Bangsa, Pembauran |Negara, Karakter Bangsa, Pembauran . Orang 1 128,396,500 1 300,000,000
. INegara, Karakter Bangsa, Pembauran
[Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan |Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
|Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
01 02 2.01 002|
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang [Tersusunnya Kebijakan Teknis di Humlah Kebijakan Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela  |Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, ldeologi Wawasan Kebangsaan, Bela
INegara, Karakter Bangsa, Pembauran |Bela Negara, Karakter Bangsa, INegara, Karakter Bangsa, Pembauran Dokumen 3 - 3 50,000,000
[Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan |Pembauran Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka Tunggal |ka dan
\Sejarah Kebangsaan [Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan [Sejarah Kebangsaan yang Disusun
01 02 2.01 005|
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan  [Terlaksananya Monitoring Evaluasi Humlah Laporan Hasil Monitoring
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan |dan Pelaporan di Bidang Ideologi Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
[Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, [Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Laporan 1 R 1 40,000,000

Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

INegara, Karakter Bangsa, Pembauran
IKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
ISejarah Kebangsaan




01 02 2.01 006|
[Terlaksananya Pembentukan
Paskibraka di Bidang Ideologi
\Pembentukan Paskibraka Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pumlah Paskibraka Orang 36
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
01 06
IProgram Peningkatan 'Terlaksananya Peningkatan
IKKewaspadaan Nasional dan IKKewaspadaan Nasional dan Persentase Konflik Sosial yang o
Peningkatan Kualitas dan Fasilitas [Peningkatan Kualitas dan Fasilitas [Dapat di Selesaikan % 100 146,595,200 100 420,000,000
IPenanganan Konflik Sosial IPenanganan Konflik Sosial
01 06 2.01
. N 'Terlaksananya Perumusan
g:rnlllﬂ‘t‘asa:n](;:ll:(tzz;enkms dan ij Teknis dan F JJumlah Koordinasi Kewaspadaan Jumlah Peserta yang Mengikuti
P N Pelaksanaan Kewaspadaan wmia P dibagi Jumlah Penduduk yang % 100 146,595,200 100 420,000,000
Kewaspadaan Nasional dan " . Dini di Daerah e
. N Nasional dan Penanganan Konflik Mengikuti dikali 100%
IPenanganan Konflik Sosial Sosial
01 06 2.01 003|
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang [Terlaksananya Kebijakan di Bidang pumiah OrangKy:t:gaV;/Iaenngl‘kéJ‘téan
[Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Kewaspadaan Dini, Kerja Sama ¢ €
. . o . Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Intelijen, Pemantauan Orang Asing, o
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga [Tenaga Kerja Asing dan Lembaga !Felsgjznki?::g}:uzgr?iaer:"gxg‘gg' Oran 1 60,200,000 1 80,000,000
|Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar |Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar |, _. & A e 9 e H
N Fasilitasi Kelemb Bidang [Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang [S"& Kewaspadaan Perbatasan antar
egara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang |Negara, & e INegara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
serta F I \ serta Penanganan Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah Konflik di Daerah Konfiik di Daerah
01 03 2.01 004
\Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Terlaksananya Koordinasi di Bidang  |Jumlah Orang yang Mengikuti
[Kewaspadaan Dini, Kerja Sama [Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, |Intelijen, Pemantauan Orang Asing,  |Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
\sing, Kewaspadaan Perbatasan antar |Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar |Lembaga Asing, Kewaspadaan Orang 12 66,395,200 2 90,000,000
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang |Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang |Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
serta F serta F lemba Bidang
[Konflik di Daerah [Konflik di Daerah Iserta Penanganan Konflik di Daerah
01 03 2.01 005|
\Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan |Terlaksananya Monitoring, Evaluasi ™% Laporan Hasil Monitoring,
L on Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan ~ |dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan aporan 4
) . - L ’ - [Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan |Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan lii .
(Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan  |Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan [ntelijen, Pemantauan Orang Asing,
g ’ Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Laporan 1 - 1 50,000,000
LLembaga Asing, Kewaspadaan Lembaga Asing, Kewaspadaan .
L . |Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
\Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Perbatasan antar Negara, Fasilitasi I .
Bidang o P Bidang ﬁegara, I;aslhmsl Ke[:mbagaan Bidang
) i ) o ewaspadaan, serta Penanganan
serta Penanganan Konflik di Daerah serta Penanganan Konflik di Daerah Konflik di Dacrah
01 03 2.01 002|
Penyusunan Bahan Perumusan [Tersusunnya Kebijakan di Bidang Dumlah Kebijakan di Bidang
i di Bidang Dini,|K 1 Dini, Kerja Sama Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
[Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
(Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan |Tenaga Kerja Asing dan Lembaga [Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Dokumen 1 R 1 200,000,000

ILembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi

|Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
1, serta Penanganan

gaan Bidang K
Iserta Penanganan Konflik di Daerah

K
Konflik di Daerah

|Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
INegara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
IKewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah yang Disusun




01 04
IProgram Pemberdayaan dan 'Terlaksananya Pemberdayaan {,‘:Tsla:rg::;a;ii:"ig]“:;ﬂi"“hl
IPengawasan Organisasi Masyarakat dan Pengawasan Jumlah ORMAS yang terdata 4 & . % 20 31,398,400 30 50,000,000
s 'Ormas yang Terdata dikali
Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan 100%
01 04 2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Terlfksananya l?erumnsan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan (Jumlah ORMAS yang terdata % 20 31,398,400 30 50,000,000
lPemberdayaan dan Pengawasan et
Organisasi -akatan dan Peng Organisasi
L KKemasyarakatan
01 04 2.01 005
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan [Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dumlah Laporan Hasil Monitoring,
Pelaporan di Bidang Pendaftaran dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran |Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi |Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi|Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Laporan 0 R 0 R
dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Mediasi Sengketa Ormas, Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa P
IPengawasan Ormas dan Ormas Asing di [Pengawasan Ormas dan Ormas Asing [Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
\Daerah di Daerah |Asing di Daerah
01 04 2.01 004]
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang [Terlaksananya Koordinasi di Bidang pumiah Orgn_g yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Pendaftaran
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa |Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa . Ve ' Orang 1 31,398,400 1 50,000,000
0) P 0) dan O Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas dan Mediasi Sengketa Ormas,
r{nas{,j.;ngav;lasan rmas dan Urmas lasin: d'i Daegrah Pengawasan Ormas dan Ormas Asing
sing di Daera g di Daerah
01 03
Program Peningkatan Peran Partai |Terlaksananya Peningkatan Peran Jumlah Peserta yang Melakukan
Politik dan Lembaga Pendidikan Partai Politik dan Lembaga Persentase pelaksanaan pendidikan Pendidikan Politik dibagi
Melalui Pendidikan Politik dan Pendidikan Melalui Pendidikan olitik olehp artai nlitikp Jumlah Partai Politik yang Laporan 30 1,505,602,550 30 1,589,454,150
Pegembangan Etika Serta Budaya |Politik dan Pegembangan Etika P P P Menerima Bantuan Partai
Politik Serta Budaya Politik Politik dikali 100%
01 03 2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Terlfksananya l.)er"m“sa"
Teknis dan P
Pemantapan Pelaksanaan Pelaksanaan BidangPendidikan
BidangPendidikan Politik, Etika o N 8! P
s N Politik, Etika Budaya Politik,
Budaya Politik, Peningkatan i Demokerasi, Fasili Jumlah Laporan Perkembangan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan ast, 1an Lap 8 laporan 30 1,505,602,550 30 1,589,454,150
N N IKKelembagaan Pemerintahan, Politik
Pemerintahan, Perwakilan dan " P
. - . IPerwakilan dan Partai Politik,
Partai Politik, Pemilihan Umum/ - L
L iPemilihan Umum/ Pemilihan
Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik Umum Kepala Daerah, serta
IPemantauan Situasi Politik
01 03 2.01 005|
" . Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Humlah Laporan Hasil Monitoring,
Pelak Monitoring, Evaluasi d Hlu h '
o danadi Bomtorig, Bve uast U |yan pelaporan di Bidang Pendidikan  [Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
\Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, | = . . " . PN : y
. L . Politik, Etika Budaya Politik, IPendidikan Politik, Etika Budaya
[Etika Budaya Politik, Peningkatan N . i N
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Politik, Peningkatan Demokrasi,
M Kelembagaan Pemerintahan, Fasilitasi Kelembagaan Laporan 4 21,498,400 4 50,000,000

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
lUmum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah




01 03 2.01 003|
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang [Terlaksananya Kebijakan di Bidang éiqg‘::ag;zvvgb{eal:'ga'l\:laer:‘glikgi[éang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,| Pendidikan Polit\kJ Etika Budaya
\Politik, Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Politik Penmgkatyan Demokrays\
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, |Kelembagaan Pemerintahan, Fasilitasi Kelembagaan Orang 450 1,349454150 | 450 1,349,454,150
Perwakilan dan Partai Politik, Perwakilan dan Partai Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
\Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Politik Pemlllﬁan UmumyPemilinan
[Kepala Daerah, serta Pemantauan Kepala Daerah, serta Pemantauan Umurr{ Kepala Daerah, serta
(Situasi Politik di Daerah Situasi Politik di Daerah Pemantauan Situasi Politik di Daerah
01 03 2.01 002|
penyusunan Bahan Perumusan [Tersusunnya Kebijakan di Bidan, pumiah Kebijakan di Bidang
ijakan di Bidang Pendidikan Politik, e e Bane, i [Pendidikan Poliik, Etika Budaya Politk,
Etika Budaya Politik, Peningkatan i ! , k@ Buday: "|Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
h P Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
\Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Kelembagaan Pemerintahan Kelembagaan Pemerintahan,
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Perwakllagn dan Partai Politik. Perwakilan dan Partai Politik, Dokumen 1 - 1 40,000,000
\Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Pemilihan U Pemilih: VU Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Umum Kepala Daerah emilihan Umumy/Pemilinan Umum | & 50 0 P "
pala Daerah, serta epala Daerah, serta Pemantauan
Pemantauan Situasi Politik di Kepala Dacrah, serta Pemantauan ituasi Poitik di Daerah yang
Situasi Politik di Daerah
\Daerah Disusun
01 03 2.01 004
i R [Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pumlah Laporan Hasil Monitoring,
Pelaksanaan koordinasidi Bidai
iAo "9 dan Pelaporan di Bidang Pendidikan  [Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
endidikan Politik, Etika Budaya it B o Ny Ny
Politi . - Politik, Etika Budaya Politik, IPendidikan Politik, Etika Budaya
olitik, Peningkatan Demokrasi, " . B :
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Politik, Peningkatan Demokrasi,
Perwakilan dan Partai Politik ” |Kelembagaan Pemerintahan, Fasilitasi Kelembagaan Laporan 4 134,650,000 4 150,000,000
Pemilihan Us Pemilih l/ Perwakilan dan Partai Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Ke"”[' g” rr;)um/ EZ” than Umum Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
.epaa. aﬁr;z“;.serm ;manmuan Kepala Daerah, serta Pemantauan lUmum Kepala Daerah, serta
[Situast Politik di Daeral Situasi Politik di Daerah Pemantauan Situasi Politik di Daerah
01 05
. . Persentase terlaksananya JJumlah Parameter
Program Pembinaan dan Terlaksananya Pembinaan dan pembinaan dan pengembangan DIEKOSOSBUD dibagi Jumlah
B " Laporan 12 279,628,400 12 460,000,000
N i, Sosial dan Budaya N i, Sosial dan Budaya |ketahanan ekonomi sosial dan IParameter di Buku Laporan
lbudaya dikali 100%
01 05 2.01
IPerumusan Kebijakan Teknis dan |Terlaksananya Perumusan
Bidang ijakan Teknis dan -
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Jumlah laporan monitoring laporan 12 279,628,400 12 460,000,000
Budaya [Ekonomi, Sosial dan Budaya
01 05 2.01 004
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang [Terlaksananya Koordinasi di Bidang Dumlah Orang yang Mengikuti
[Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya  |Koordinasi di Bidang Ketahanan
dan Fasilitasi Pencegahan dan Fasilitasi Pencegahan [Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Oran, 4 R 4 120,000,000
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi IPencegahan Penyalagunaan Narkotika, 9 H
[Kerukunan Umat Beragama dan Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
\Penghayat Kepercayaan di Daerah Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
01 05 2.01 005|
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan |Terlaksananya Monitoring, Evaluasi ;V';'I's:jfjﬁ‘,"rge":";i TZ:’;:’;;’I"Q
Pelaporan di Bidang Ketahanan dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ketahanan Ekanafni Sosial, Budg a
[Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi |Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi |, "0 Pence’gahm’ 4 Laporan 12 20,628,400 12 90,000,000

P han | Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

IPe han I Narkotika,
\Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
[dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
[Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah




01

05

2.01

003

Pelaksanaan kebijakann di Bidang
[Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
\Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
[Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Ketahanan
[Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
\Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

umlah Laporan Hasil Monitoring,
\Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
[Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Laporan

250,000,000

12

250,000,000

TOTAL

5,752,590,739

6,881,572,370




TRIWULAN |
Evaluasi Terhadap Hasil Re
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

1 080101 PROGRAM Indeks KepuasanPelaya 85 3,160,809,506 30 688,735,629 0
PENUNJANGURUSAN|nan Internal
PEMERINTAHAND AERAH |Perangkat Daerah (Denga
KABUPATEN/KOTA n Satuan:Nilai)
Nilai SAKIP Perangkat 74.3 75.5
Daerah (Dengan
Satuan:Nilai)
2 080101202 AdministrasiKeuangan|Persentase tersusunnya 100| 2,647,784,246) 26 647,031,857, 0
Perangkat Daerah laporan keuangan Perangkat
Daerah S AP (Dengan
Satuan:%)
3 080101202001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 26 2,647,784,246| 26 647,031,857
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN(Denga
n Satuan:Orang/bulan)
4 080101206 Administrasi Umum Persentase Pelaksa 100 155,943,000 1 15,640,000 0
Perangkat Daerah n aan Administrasi Umum
Perangkat Daerah (Dengan
Satuan:%)
5 080101206001 PenyediaanKomponen [Jumlah Paket Komponen 1 2,227,300
Instalasi Listrik/Penerangan |Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan  Kantor yang
Disediakan (Dengan
Satuan:Paket)
6 080101206002 PenyediaanPeralatan [Jumlah Paket Peralatan 1 1,040,000
dan Perlengkapan Kantor danPerlengkapan
Kantor yang Disediakan
(Dengan Satuan:Paket)
7 080101206004 Penyediaan Bahan Logistik |Jumlah Paket Bahan Logistik 4 56,712,700 1 15640000
Kantor Kantor yang Disediakan
(Dengan Satuan:Paket)
8 080101206005 Penyediaan Barang Cetakan |Jumlah Paket Barang Cetakan 1 25,963,000
dan Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan (Dengan
Satuan:Paket)
9 080101206009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah  Laporan 1 70,000,000
inasi dan i Pe L aan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Dengan
Satuan:Laporan)
12 080101208 Jasa ersentase 100 251,388,868 1 20,575,156 0|
Urusan Pemerintahan|Terlaksananya Jasa
Daerah Penunjang UrusanPemer
intah an Daerah
(Dengan Satuan:%)
13 080101208002 Penyediaan  Jasa Jumlah  Laporan 1 41,200,000
Komunikasi, Sumber Daya Air [Penyediaan Jasa
dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang  Disediakan
(D engan Satuan:Laporan)
14 080101208003 Penyediaan  Jasa Peralatan [Jumlah  Laporan 1 8,250,000
dan Perlengkapan Kantor |Penyediaan Jasa Peralatan
danPerlengkapan
Kantor yang Disediakan
(Dengan Satuan:Laporan)




15 080101208004 Penyediaan  Jasa Pelayanan |Jumlah  Laporan 3 201,938,868 1 20,575,156
Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)
16 080101209 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 85 105,693,392 2 5,488,616
Daerah Penunjang Urusan P|Perangkat Daerah Dalam
emerintahan Daerah Kondisi Baik (Dengan
Satuan:%)
17 080101209001 Penyediaan  Jasa Jumlah Kendaraan 1 56,761,696 1 2,744,308
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan
Dinas atau  Kendaraan dibayarkan Pajaknya (Deng
Dinas Jabatan a n Satuan:Unit)
18 080101209002 Penyediaan  Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 3 48,931,696 1 2,744,308
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas [dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan |Perizinannya (Dengan
Satuan:Unit)
19 080102 PROGRAM PENGUATAN Cakupan 100 1,368,659,000] 1 8,820,000
IDEOLOGI PANCASILA DAN Pembinaa n Ideologi
KARAKTER KEBANGSAAN dan Wawasan
Kebangsaan(Denga
n Satuan:%)
20 080102201 Perumusan Kebijakan T e k n i|[Jumlah Pelaksanaan Ke g i a 100 1,368,659,000] 1 8,820,000
s danPemantapa [tanPeningkatan Nilai -
n Pelaksanaan Bidang Nilai WawasanKebang
Ideologi  Pancasila dan s a a n (Dengan Satuan:%)
Karakter Kebangsaan
21 080102201003 Pelaksanaan Kebijakan [Jumlah Orang yangMengi 2,200 379,065,000
di Bidang Ideologi kuti
Wawasan Kebangsaan, Bela |Pelaksanaan Kebijakan
Negara, Karakter Bangsa, [di Bidang Ideologi Wawasan
Pembauran Kebangsaan, Kebangsaan, Bela Negara,
Bineka Tunggal Ika dan Karakter Bangsa, Pembauran
Sejarah Kebangsaan Kebangsaan, Bineka Tunggal
lka dan Sejarah Kebangsaan
(D enga n Satuan:Orang)
22 080102201008 Pembentukan Jumlah Paskibraka (Deng 36 989,594,000 36 8,820,000
Paskibraka a n Satuan:Orang)
23 080103 PROGRAMPENINGKATAN [PersentasePening 100 1,865,342,600 11,589,308
PERAN  PARTAI POLITIK k atanPembinaan Serta
DANLEMBAGA Pendidikan Politik Bagi
PENDIDIKANMELAL |[PartaiPolitik (Dengan
Ul Satuan:%)
PENDIDIKANPOLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
24 080103201 Perumusan Kebijakan Te k nilP ersentase Pencairan 100 1,865,342,600 11,589,308

s danPemantapa
n Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningka
t a n Demokrasi, Fasilitasi K
elembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pe m i
Li h a n Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi
Politik

Dana Bantuan Keuangan
Partai Politik (Dengan
Satuan:%)




25 080103201002 Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di Bidang 1 1,835,912,600 1 8,400,000
Perumusan Kebijakan di Pendidikan Politik, Etika
Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan
Etika Budaya Politik, Demokrasi, Fasilitasi Ke l e m
Peningkatan Demokrasi, b a g aan Pemerintahan,
FasilitasiKelembagaan |Perwakilan  dan Partai
Pemerintahan, Perwakilan Politik, Pemilihan
dan Partai Politik, P e m i [Umum/Pemilihan Umum
Li h a n Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta
Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik
serta Pemantauan Situasi di Daerah yang Disusun (
Politik di Daerah D e n g a n Satuan:Dokumen)
26 080103201004 Pelaksanaan Koordinasi [Jumlah Orang yang 50 14,715,000
di Bidang Pendidikan Politik, |[Mengikuti Koordinasi d i
Etika Budaya Politik, Peni | Bida n g Pendidikan
ngkatan Demokrasi, Politik, Etika Budaya Politik,
FasilitasiKelembagaan |Peningkatan
Pemerintahan, Perwakilan Demokrasi, Fasilitasi Ke le m
dan Partai Politik, P e mi |b a g a a n Pemerintahan,
Li h a n Umum/Pemilihan Perwakilan  dan Partai
Umum Kepala Daerah, Politik, Pemilihan
serta Pemantauan Situasi Umum/Pemilihan Umum
Politik di Daerah Kepala Daerah,  serta
Pemantauan Situasi Politik
di Daerah (Dengan
Satuan:Orang)
27 080103201005 Pelaksanaan Jumlah  Laporan Hasil 1 14,715,000 1 3,189,308
Monitoring, Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan [Budaya Politik, Peningka
Demokrasi, Fasilitasi K e le [t an Demokrasi, Fasilitasi K e
mbagaanPemerintahan, |[lembagaan
Perwakilan dan Partai Pemerintahan, Perwakilan
Politik, Pemilihan dan Partai Politik, P e m i
Umum/Pemilihan Umum Lih a n Umum/Pemilihan
Kepala Daerah, serta Umum Kepala Daerah,
Pemantauan Situasi Politik di |serta Pemantauan Situasi
Daerah Politik di Daerah (Deng
a n Satuan:Laporan)
28 080104 PROGRAM Persentase Ormas/LSM 20| 31,171,696 12 3,514,308
PEMBERDAYAAN DAN yang di  Berdayakan dan
PENGAWASANORGANISA| diawasi(Dengan
S | KEMASYARAKATAN Satuan:%)
29 080104201 Perumusan Kebijakan TeknilPersentase 30 31,171,696 12 3,514,308
s danPemantapa |Pemberdayaan dan
n Pelaksanaan Bidang Pengawasan Ormas (Dengan
Pemberdayaan dan P e n g a [Satuan:%)
wasanOrganisasi
Kemasyarakatan
30 080104201004 Pelaksanaan Koordinasi [Jumlah Orang yang 18 31,171,696 18 3,514,308
di Bidang Pendaftaran Mengikuti Koordinasi d i
Ormas, Pemberdayaan Ormas, | B i d a n g Pendaftaran
Evaluasi dan Mediasi Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Sengketa Ormas, Pengawasan |Evaluasi dan Mediasi
Ormas dan Ormas Asing di Sengketa Ormas, Pengawasan
Daerah Ormas dan Ormas Asing di
Daerah (Dengan
Satuan:Orang)
31 080105 PR O GRAM PEMBINAAN PersentasePening 80 265,031,696 40 102,689,308
DAN PENGEMBANGAN K E T A |k a t a n Kewaspadaan dan P
H AN AN EKONOMI, SOSIAL,|le ncega h an Narkoba
DAN BUDAYA (Dengan Satuan:%)
32 080105201 Perumusan Kebijakan T e k n i[Jumlah  Laporan Monitoring 4 265,031,696 1 102,689,308

s danPemantapa
n Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya

(Dengan Satuan:Laporan)




33 080105201003 Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti 80| 145,031,696 20 2689308,
Bidang Ketahanan Ekonomi, |Pelaksanaan Kebijakan di
Sosial, Budaya dan Fasilitasi ~|Bidang Ketahanan Ekonomi,
Pencegahan Penyalagunaan [Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Kerukunan Umat Beragama Narkotika, Fasilitasi
dan Kerukunan Umat Beragama
Penghayat Kepercayaan di dan Penghayat Kepercayaan
Daerah di Daerah
34 080105201005 Pelaksanaan Koordinasi [Jumlah Orang yang 100 120,000,000 80 100000000
di Bidang Ketahanan Mengikuti Koordinasi di
Ekonomi, Sosial, Budaya dan |Bidang Ketahanan Ekonomi,
Fasilitasi Pencegahan Sosial, Budaya danF
Penyalagunaan Narkotika, asilitasi
Fasilitasi Kerukunan Umat |Pencegahan
Beragama danPengha [Penyalagunaan Narkotika,
y a t Kepercayaan di Fasilitasi Kerukunan ~ Umat
Daerah Beragama danPengha
y a t Kepercayaan  di
Daerah  (Dengan
Satuan:Orang)
35 080106 PR O GRAMPENINGKATAN [Persentas e Gangguan 100 547,586,700 6 24,600,000
KEWASPADAAN NASIONAL atau Konflik yang T
DAN PENINGKATAN KUALITAS|lertangani(Dengan
DANFASILITASIPE [Satuan:%)
NANGANAN KONFLIK
SOSIAL
36 080106201 Perumusan Kebijakan T e k n i|[Jumlah Koordinasi 75 547,586,700 6 24,600,000
s danPelaksanaa|Kewaspadaan Dini di Daerah
nPemantapankKewas| (Dengan Satuan:%)
p adaan Nasional dan
Penanganan  Konflik Sosial
Persentase Laporan 100
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di
BidangKewaspadaan Dini,
Kerja samalnteligen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
FasilitasiKelembagaan
B i dan g Kewaspadaan
Serta Penanganan Konflik di
Daerah (Dengan Satuan:%)
37 080106201003 Pelaksanaan Kebijakan [Jumlah Orang yangMengi 50| 85,406,112
di Bidang Kewaspadaan kuti
Dini, Kerja Sama Intelijen, pelaksanaanKebijakan
Pemantauan Orang Asing, di Bidang Kewaspadaan Dini,
Tenaga Kerja Asing dan Kerja Sama Intelijen,
Lembaga Asing, Kewaspadaan|Pemantauan Orang Asing,
Perbatasan antar Negara, [Tenaga Kerja Asing dan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang [Lembaga Asing, Kewaspadaan
Kewaspadaan, serta Perbatasan antar Negara,
Penanganan  Konflik di FasilitasiKelembagaan
Daerah Bidan g Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di
Daerah (Dengan
Satuan:Orang)
38 080106201004 Pelaksanaan Koordinasi [Jumlah Orang yang 100 305,386,288 100 24,600,000
di Bidang Kewaspadaan Dini, |[Mengikuti Koordinasi d i
Kerja Sama Intelijen, Bid an g Kewaspadaan
Pemantauan Orang Asing, Dini, Kerja Sama Intelijen,
Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Orang Asing,
Lembaga Asing, Kewaspadaan|Tenaga Kerja Asing dan
Perbatasan antar Negara, |Lembaga Asing, Kewaspadaan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang |Perbatasan antar Negara,
Kewaspadaan, serta FasilitasiKelembagaan
Penanganan  Konflik di Bidan g Kewaspadaan,
Daerah serta Penanganan Konflik di
Daerah (Dengan
Satuan:Orang)
39 080106201006 Pelaksanaan Forum Jumlah  Dokumen Hasil 2 156,794,300

Koordinasi PimpinanDaera
h Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota (Dengan
Satuan:Dokumen)




RATA-RATA CAPAIAN KINERJA D/

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 07-02-202¢
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA F
Donal Tampubolon, AP., M.Si. NIP.19750522199




nja
Kota Pangkalpinang Tahun 2025

0| 0| 0| 0 30.000| 688,735,629 35.294| 21.790|SEKRETARIS  (Badan
Bangsa dan Politik)
75.500 102 SEKRETARIS (Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik)
0 0 0 0 26.000 647,031,857 26.000] 24.437 [SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN
DAN KEUANGAN
26 647,031,857 100 24.437 SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN
DAN KEUANGAN
0 0 0 0 1.000 15,640,000 1.000 10.029 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
0 0 0 0.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
0 0 0 0.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
1 15,640,000 25| 27.578 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
0| 0 0 0.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
0 0 0 0.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
0 0 0 0 1.000 20,575,156 1.000 8.185 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
0 0 0 0.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
0 0 0 0.000 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN




1 20,575,156 33| 10.189  |SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
0 0 2.000| 5,488,616 2.353 5.193 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
1 2,744,308 100| 4.835 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
1 2,744,308 33 5.608 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 68.455| 21.790
PREDIKAT KINERJA|
0 1.000]| 8,820,000 1.000 0.644|BIDANG IDEOLOGI, WAW AS A
N KEBANGSAAN DANKETAHA
N AN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA DAN AGAMA
0 1.000 8,820,000 1.000 0.644 SUB  KOORDINATORIDEOLOG
1 D AN WAWASAN
KEBANGSAAN
0 0 0 0.000 SUB  KOORDINATORIDEOLOG
| D AN WAWASAN
KEBANGSAAN
36 8,820,000 100 0.891 SUB  KOORDINATORIDEOLOG
| D AN WAWASAN
KEBANGSAAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 1.000 0.644
PREDIKAT KINERJA
0 6.000 11,589,308 6.000| 0.621|BIDANG  POLITIK DALAM
NEGERI DANORGANISASI
KEMASYARAKATAN
0 6.000 11,589,308 6.000 0.621 SUB  KOORDINATOR POLITIK

DALAM NEGERI




1 8,400,000) 100| 0.458 [SUB  KOORDINATOR POLITIK
DALAM NEGERI
0| 0| o 0.000 [SUB KOORDINATOR POLITIK
DALAM NEGERI
1 3,189,308 100] 21.674 |SUB  KOORDINATOR POLITIK
DALAM NEGERI
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 6.000 0.621
[} 12.000 3,514,308 60 11.274 |BIDANG  POLITIK DALAM
NEGERI DANORGANISASI
KEMASYARAKATAN
0 12.000) 3,514,308 40 11.274 [SUB~ KOORDINATORORGANIS
A'S | KEMASYARAKATAN
18 3,514,308 100[ 11.274 [SUB KOORDINATORORGANIS
A'S | KEMASYARAKATAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 60.000] 11.274
PREDIKAT KINERJA
[} 40.000) 102,689,308 50| 38.746 |[BIDANG IDEOLOGI, WAWAS A
N KEBANGSAAN DANKETAHA
N ANEKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA DAN AGAMA
0 1 102,689,308 25| 38.746 [SUB  KOORDINATOR
KEWASPADAAN  DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN




20

2,689,308

25

1.854

SUB  KOORDINATOR
KEWASPADAAN  DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN

80

100,000,000

80|

83.333

SUB  KOORDINATOR
KEWASPADAAN  DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)

PREDIKAT KINERJA

6.000

24,600,000

50.000

38.746

4.492

BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL
DANPENANGAN AN KONFLIK

24,600,000

4.492

SUB  KOORDINATOR
KEWASPADAAN  DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN

SUB  KOORDINATOR
KEWASPADAAN  DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN

0.000

SUB  KOORDINATOR
KEWASPADAAN  DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN

100

24,600,000

100

8.055

SUB  KOORDINATOR
KEWASPADAAN  DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN

0.000

SUB  KOORDINATOR
KEWASPADAAN  DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN




RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)

PREDIKAT KINERJA

AN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)

PREDIKAT KINERJA

6.000| 4.492

)
ANGKALPINANG
3111001
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